PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308
E-mail : setda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Surakarta;

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta;

Camat dan Lurah se-Kota Surakarta;

Direktur RSUD Bung Karno dan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
Kepala Puskemas se-Kota Surakarta;

Kepala UPT se-Kota Surakarta;

Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kota Surakarta.
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SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR PG.00/800/2025

TENTANG
PENGUATAN INTEGRITAS DAN TRANSPARANSI
DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

A. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak
pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat
kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara
dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat tingginya tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang
Penguatan Integritas dan Transparansi dalam Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Surat Edaran adalah pedoman penguatan integritas dan

transparasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta.

C. Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



D. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Upaya pencegahan korupsi merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab

pelaku pengadaan barang/jasa, sehingga perlu ditegaskan kembali hal-hal berikut:

1.

Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:
Pengguna Anggaran (PA);

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Pejabat Pengadaan;

Pokja Pemilihan;

Agen Pengadaan;
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Penyelenggara Swakelola; dan

i. Penyedia.

Tugas dan Kewenangan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memiliki
tugas dan tanggung jawab mengacu pada Bab |l Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Integritas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

1.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang
transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme
(KKN), seluruh pelaku pengadaan barang/jasa waijib menjaga integritas dalam
setiap tahapan proses pengadaan;

Seluruh pelaku pengadaan barang/jasa wajib menandatangani dan mematuhi
Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengadaan
barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN;

Pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Huruf D Angka 1
huruf a sampai dengan huruf f berkewajiban mengumpulkan Pakta Integritas
yang telah ditandatangani paling lambat 14 Maret 2025;

Petunjuk pengumpulan dan contoh dokumen Pakta Integritas berpedoman pada
Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

F. Transparasi Pengadaan Barang/Jasa

Salah satu wujud transparasi pengadaan barang/jasa dalam upaya pencegahan

korupsi adalah pengumuman rencana pengadaan. Pelaksanaan pengumuman

rencana pengadaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1.

PPK melakukan identifikasi atas rencana pengadaan meliputi:



cara pengadaan;
penetapan jenis pengadaan;
sumber anggaran pengadaan;

metode pengadaan; dan
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waktu pelaksanaan.

2. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dituangkan PPK pada
Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP; dan

3. PA/KPA mengumumkan seluruh perencanaan pengadaan barang/jasa melalui
aplikasi SIRUP paling lambat 31 Maret 2025.

G. Ketentuan Lain-lain

Terkait teknis pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 10 Maret 2025




LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS
DAERAH NOMOR

TENTANG

PENGUATAN INTEGRITAS DAN
TRANSPARANSI DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

PETUNJUK PENGUMPULAN PAKTA INTEGRITAS

1. Pelaku pengadaan barang/jasa yang berkewajiban menandatangani dan
mengumpulkan Pakta Integritas sebagai berikut:
Pengguna Anggaran (PA);
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

a

b

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

e. Pejabat Pengadaan; dan

f. Pokja Pemilihan.

2. Pakta Integritas yang telah ditandatangani selanjutnya dipindai dan diunggah melalui
laman https://s.id/paktaintegritasska

3. Batas waktu unggah Pakta Integritas paling lambat 14 Maret 2025.



CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e

NIP e

Jabatan . Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pengadaan®
pada .................. *

dalam rangka pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah;

4. Tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, rabat,
suap, atau sebagainya; dan

5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat
Pengadaan®,

ttd

Nama Lengkap

NIP.

*  pilih sesuai jabatan
** jsi dengan Satuan Kerja/Unit Kerja yang diampu




